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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang menyusun 

Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti 

strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan 

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:  

a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan 

dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya 

dalam Renstra Perangkat Daerah;  

b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan; 

c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan; 

d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan 

utama yaitu: 

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah 

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi 

oleh Kecamatan Sreseh 

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah 

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah  
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Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja 

perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif 

dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 

2022; 

2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu 

RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;  

3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah 

sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021; 

4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program 

dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum 

Musrenbang;  

5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil 

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan 

yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2023.  

 

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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 Gambar 1.1 
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja 

 

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017 
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Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang disusun 

Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu “Peningkatan 

konstribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastuktur 

ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”, dan penjabaran 

dari tujuan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu 

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”. 

 

1.2 Landasan Hukum  

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Sreseh Kabupaten 

Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 

Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700) 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

 



Bab I Pendahuluan 

Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2022 I - 5 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6485);  
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16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

259); 

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 

Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-

Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis 

dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

225);  

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1540) 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan 

Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 

2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri 

D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2008 Nomor 29); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 

2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);  
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2020 Nomor 3). 

38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sreseh Tahun 2022 adalah 

menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan 

dilaksanakan di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2022.  

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sreseh Tahun 2022 

secara umum adalah: 

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Sreseh Tahun 2019-2024 

dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022; 

2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022; 

3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. 

1.4 Sistematika Penulisan  

Sistematika Renja Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 

2022, meliputi:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya 

dapat dipahami dengan baik. 

1.1  Latar Belakang 

1.2  Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tunjuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat 

Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1). 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
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BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3 Program dan Kegiatan  

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi 

Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program 

dan Kegiatannya.  

BAB V  PENUTUP  

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik 

dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak 

lanjut. 
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